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BUPATI BONE BOLANGO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah

Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone
Bolango tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) yang
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

L~~~ Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2023
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2022;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Bolango
Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;



Menetapkan : PERATURAN BUPATI

MEMUTUSKAN :

BONE BOLANGO TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

Pasal 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

terdiri atas:

1. Pendapatan

a.
b.

e.
d.

Pendapatan Asli Daerah

Transfer Pemerintah Pusat Dana
Perimbangan

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a.

Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang
3) Belanja Bunga
4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

b.

Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Jumlah Belanja Modal

Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga

Transfer

1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

2) Transfer Bantuan Keuangan

Jumlah Transfer

Jumlah Belanja dan Transfer

Surplus/(Defisit)

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

dan Belanja Daerah

90.932.057.807,22

736.160.806.881,00
24617.701.213,00
34.579.050.713,00

Rp.

Rp.
. 236.208.332.011,40
Rp.
Rp.
Rp.

886.289.616.614,22

366.262.133.721,00

676.016.250,00
26.191.867.013,00
1.195.453.799.00

Rp.
Rp.
Rp.

. 630.533.802.794,40

3.248.632.040,00
53.202.150.293,00
51.598.534.906,00

35.013.558.709,00
3.000.959.500,00

. 146.063.835.448,00

365.762.948,00

Rp.
Rp.

365.762.948,00

869.000.000,00
172.022.846.600.,00

Rp.
Rp.

172.891.846.600,00
949.855.247.790,40

Rp.

(63.565.631.176,18)



3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp. 169.150.856.352,65
b. Pengeluaran Rp. 1.300.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 167.850.856.352,65

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 104.285.225.176,47

Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran [.1

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ini dﬁ:ngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.
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SEKRETARIS DAERABLKABUPAT

BONE BOLANGO,

[ TSHAR NTONMA— M-S

PEMBINA UTAMA MADY
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023.NOMOR 20



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jin. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2023 Suwawa, Agustus 2023

Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK

PENGELOLA :
CATATAN
LAMPIRAN
UNTUK

: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

: TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

: 1 (Satu ) Berkas
: Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone

Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULJAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606/200604 1 031




